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Lingkup kehidupan manusia di dunia ini, pada dasarnya terdiri dari dua 
macam hubungan, yakni hubungan vertikal kepada Allah SWT dan horizontal 
terhadap sesama manusia. Hubungan vertikal kepada Allah SWT berupa Amaliah 
Ibadah, kemudian hubungan horizontal terhadap sesama manusia, khususnya 
dalam kehidupan sehari-hari terwujud dalam bentuk muamalah antar sesama 
manusia. Maka, praktek muamalah harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di 
dalam Al-Qur’an, As-sunnah, dan Ijtihad para Ulama. Adapun dalam kehidupan 
bermuamalah hal yang sering dilakukan manusia adalah transaksi jual beli. 
Modern ini banyak sekali cara-cara untuk mengembangkan suatu usaha ataupun 
perdagangan, antara lain dengan cara waralaba. Akan tetapi pada kenyataannya 
banyak para pelaku bisnis khususnya waralaba, yang menjalankan sistem bisnis 
waralaba hanya berlandaskan pada peraturan pemerintah saja, tanpa 
berlandaskan prinsip bisnis yang islami agar terhindar dari Spekulasi (Maysir), 
penipuan (Gharar), Haram, Riba (Bunga), dharar (berbahaya). 
Maka peneliti bertujuan untuk mendiskripsikan secara jelas terkait masalah 
perjanjian usaha waralaba dalam prespektif hukum islam, dalam hal ini adalah 
waralaba makanan di unit usaha Crunchy Molen Kress desa Gumpang Kartasura, 
dengan tujuan untuk mengetahui sistem perjanjian usaha waralaba dalam  
perspektif hukum islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 
research), berdasarkan jenis dan tujuannya penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif-kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan suatu keadaan atau 
fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori 
untuk memperoleh kesimpulan. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode 
observasi, wawancara dan dokumentasi, dan dianalisis dengan metode Induktif. 
Setelah dilakukan penelitian ini, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa 
dalam pelaksanaan perjanjian usaha dengan sistem waralaba di unit usaha 
Crunchy Molen Kress yang berpusat di Gumpang Kartasura secara keseluruhan 
telah sesuai dengan hukum Islam. 
 
 





ANALYSIS OF THE AGREEMENT FRANCHISING FOOD BUSINESS IN 
THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW 







The scope of human life in this world consists of two kinds of 
relationships, they are the vertical relationship to Allah SWT and horizontal 
relationship with human beings. Vertical relationship to Allah SWT in the form of 
charitable worship, then the horizontal relationship to human beings, especially in 
everyday life manifested in the form of reciprocal relationship among human 
beings. Then, the practice of reciprocal relationship must be in accordance with 
the Qur'an, As-Sunnah, and the Scholar Moslem Ijtihad. As for reciprocal 
relationship life, things that are often done by human is sale and purchase 
transactions. In this modern era, there are a lot of ways to develop business or 
trade, such as franchising. However in reality many businessman, especially 
franchises, who execute franchise system are only based on government 
regulations, not based on Islamic business principles to avoid speculation 
(Maysir), fraud (Gharar), Haram, usury(Riba), dangerous (dharar). 
So this research aims to describe clearly the issue of franchise agreement 
in the Islamic law  perspective, In this case is food franchise in the business of 
Crunchy Molen Kress in the Gumpang Kartasura village to know the food 
business franchise system in the Islamic law perspective. The type of this research 
is field research, based on the type and purpose of this research is Descriptive-
qualitative research that is to analyze and describe a state or phenomenon with 
words or sentences  then separated based on category to obtain conclusion. Data 
are collected by using observation, interview, and documentation method, and 
analyzed by Inductive method. 
After doing this research, the researcher gets conclusion that in the 
implementation of the business agreement with the franchise system in the unit 
business Crunchy Molen Kress centered on Gumpang Kartasura has been in 
accordance with Islamic law. 
 









Waralaba memiliki makna yaitu pemberian hak untuk menjual produk 
berupa barang atau jasa dengan memanfaatkan merk dagang pemberi waralaba 
(franchisor) dengan kewajiban pada pihak penerima waralaba (franchisee) untuk 
mengikuti metode dan tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pemberi 
waralaba.1 Menurut hukum islam, cara jual beli dengan sistem waralaba disebut 
dengan Syirkah. 
Syirkah secara bahasa berarti kerja sama (as-Syirkah) adalah pencampuran 
antara sesuatu dengan yang lain sehingga sulit dibedakan. Adapun menurut istilah, 
kerja sama (Syirkah) adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha 
tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk 
bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian 
sesuai dengan bagian yang ditentukan.2 
Di zaman sekarang banyak sekali bisnis waralaba, yang menjadi salah satu 
pilihan favorit bagi para pelaku bisnis, baik skala besar maupun kecil. Karena 
dipercaya dapat menghasilkan keuntungan yang mejanjikan dan dapat 
berkembang pesat seiring berjalannya waktu. Di dalam bisnis waralaba sendiri 
terdapat perjanjian kontrak antara pemberi waralaba (Franchisor) dan penerima 
waralaba (Franchisee) yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, mulai dari 
pemakaian produk, sistem, prosedur pelaksanaan, resep, dan cara-cara yang telah 
ditetapkan dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu.3 
Maka dari itu, pemerintah memberikan perhatian khusus dengan 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 tahun 2007 tentang waralaba 
agar pelaksanaan bisnis  waralaba di Indonesia dapat berjalan lancar. Akan tetapi 
sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam sudah sepatutnya 
apabila menjalankan usaha bisnis, agar dapat menerapkan prinsip syariah yang 
berlandaskan Al-Qur’an dan As- Sunnah. Akan tetapi pada kenyataannya banyak 
para pelaku bisnis khususnya waralaba, yang menjalankan sistem bisnis waralaba 
hanya berlandaskan pada peraturan pemerintah saja, tanpa berlandaskan prinsip 
bisnis yang islami agar terhindar dari Spekulasi (Maysir), penipuan (Gharar), 
Haram, Riba (Bunga), dharar (berbahaya).4 Di zaman modern ini perlu adanya 
ketelitian ketika memutuskan untuk mengembangkan usaha dengan cara waralaba 
(Syirkah) dengan memperhatikan dari sisi hukum islam yang telah di jelaskan 
dalam nash ataupun al-hadits dan juga dari sisi hukum positif yang berlaku. 
                                                          
1 Gunawan, Lisensi atau Waralaba: Suatu Panduan Praktis (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2002), hlm. 15. 
2 Ismail, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 
151. 
3 Franky, Pengantar Manajemen Waralaba (Jakarta: Indeks, 2016), hlm. 1-2. 
4 Linda Firdawati, Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam (Lampung:IAIN Raden 
Intan Press, 2011), hlm. 45. 
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Sering kita jumpai di masyarakat pelaksanaan perjanjian  waralaba (Syirkah) 
dilakukan dengan hanya sebatas serah terima ala kadarnya ataupun sederhana, 
dengan kata lain tidak adanya perjanjian (akad) yang jelas didalamnya. 
Dari uraian diatas, maka penulis ingin memaparkan, mengkaji atau 
menganalisis tentang cara waralaba yang telah dilakukan usaha makanan crunchy 
molen menurut perspektif hukum islam yang dituangkan dalam bentuk skripsi 
yang berjudul: ANALISIS PERJANJIAN USAHA WARALABA MAKANAN 
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Usaha Makanan Crunchy 
Molen Kreess Di Desa Gumpang, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo). 
 
2. METODE 
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu: 
a. Jenis Penelitian 
Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk dalam 
penelitian lapangan (Field Research), karena objeknya adalah tentang 
Analisis perjanjian usaha waralaba makanan di Crunchy Molen Kress 
Sukoharjo perspektif hukum Islam. 
b. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan untuk mendekati masalah ini yaitu penelitian 
Deskriptif Evaluatif yang bertujuan menilai dan mengevaluasi apakah ada 
kesesuaian antara perjanjian waralaba dengan hukum Islam, yang mana 
penelitian ini di fokuskan pada Usaha Crunchy Molen Kress Sukoharjo. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1.Perjanjian waralaba Crunchy Molen Kress 
a. Ruang Lingkup Perjanjian Waralaba Crunchy Molen Kreess 
Pengertian dari ruang lingkup adalah batasan, sehingga ruang 
lingkup dalam perjanjian waralaba Crunchy Molen Kreess merupakan 
batasan yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terkait dengan 
perjanjian waralaba Crunchy Molen Kreess. Ruang lingkup dalam 
perjanjian waralaba Crunchy Molen Kreess meliputi kesepakatan untuk 
memberikan dan menerima waralaba usaha stand makanan pisang molen 
aneka rasa isian dengan merk “Crunchy Molen Kreess”. Konsekuensi dari 
kesepakatan perjanjian waralaba adalah pihak franchisee atau pihak 
penerima waralaba wajib membayar biaya franchise dan royalty fee serta 
melaksanakan seluruh Peraturan Usaha/SOP (Standart Operasional) 
pisang molen aneka rasa merek “Crunchy Molen Kreess”. 
Perjanjian merupakan sumber perikatan disamping sumber-sumber 
yang lainnya yang juga dinamakan persetujuan karena dua pihak itu 
setuju untuk melaksanakan sesuatu. Mengenai perjanjian/persetujuan itu 
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sendiri diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi : 
“Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih 
mengikatan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perjanjian ialah suatu 
peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua 
orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.5 Perjanjian 
merupakan serangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau 
kesanggupan yang diucapkan atau ditulisnya. Perjanjian merupakan suatu 
perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri atau saling 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Berdasarkan hal itu, 
maka perjanjian dapat menimbulkan atau menyebabkan perikatan, yaitu 
hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak pada satu 
pihak dan kewajiban para pihak lainnya atas suatu prestasi. 
Prestasi harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang mengadakan 
perjanjian sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Jika ada salah satu pihak 
yang tidak memenuhi prestasinya, maka pihak yang tidak memenuhi 
prestasi tersebut dikatakan wanprestasi. Namun hal tersebut dapat 
diperkecualikan dalam hal memaksa atau overmacht, di mana salah satu 
pihak tidak dapat memenuhi prestasinya karena sebab di luar dirinya. Hal 
memaksa tersebut misalnya, bencana alam, meninggal dunia, kecelakaan 
dan lain sebagainya. 
b. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Waralaba Crunchy Molen Kreess 
Hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan 
penggunaannya tergantung kepada orang tersebut, sedangkan kewajiban 
adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang 
harus dilaksanakan). Hak dan kewajiban dalam Perjanjian Waralaba 
Crunchy Molen Kreess adalah bahwa franchisor atau pemberi waralaba 
berhak menerima biaya waralaba dan royalti, sebagai konsekuensinya 
franchisor berkewajiban memberikan waralaba usaha standar makanan 
pisang molen arenaka rasa isian dengan merek “Crunchy Molen Kreess” 
kepada Franchisee atau penerima waralaba sesuai kesepakatan. 
Franchisee mempunyai hak untuk menerima waralaba usaha stand 
makanan pisang molen aneka rasa isian merek “Crunchy Molen Kreess” 
dan berkewajiban untuk melakukan pembayaran biaya waralaba dan 
royalty kepada franchisor. 
Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban 
tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak 
yang satu berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, maka bagi pihak 
lain hal tersebut adalah merupakan hak, dan begitupun sebaliknya. Pada 
dasarnya dalam sistem franchise terdapat tiga komponen pokok, yaitu: 
                                                          
5 R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa, 2007), hlm.1. 
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pertama, franchisor yaitu pihak yang memiliki sistem atau cara-cara 
dalam berbisnis, kedua franchisee, yaitu pihak yang membeli franchise 
atau sistem dari franchisor sehingga memiliki hak untuk menjalankan 
bisnis dengan cara-cara yang dikembangkan. Ketiga adalah franchise, 
yaitu sistem dan cara bisnis itu sendiri, sehingga ini merupakan 
pengetahuan atau spesifikasi usaha dari franchisor yang harus diketahui 
oleh franchisee.6 
c. Bentuk Waralaba Crunchy Molen Kress 
Waralaba Produk dan Merek Dagang adalah bentuk waralaba yang 
paling sederhana. Dalam Waralaba Produk dan Merek Dagang, Pemberi 
Waralaba memberikan hak kepada Penerima Waralaba untuk menjual 
produk yang dikembangkan oleh Pemberi Waralaba yang disertai dengan 
pemberian izin untuk menggunakan merek dagang milik Pemberi 
Waralaba. Atas pemberian izin penggunaan merek dagang tersebut 
biasanya Pemberi Waralaba mendapatkan suatu bentuk pembayaran di 
muka, dan selanjutnya Pemberi Waralaba memperoleh keuntungan 
melalui penjualan produk yang diwaralabakan kepada Penerima 
Waralaba. Dalam bentuknya yang sangat sederhana ini, Waralaba Produk 
dan Merek Dagang sering kali mengambil bentuk keagenan, distributor, 
atau lisensi penjualan 
Pada hakikatnya perjanjian waralaba Crunchy Molen Kreess 
merupakan bentuk waralaba format bisnis. Waralaba Format Bisnis adalah 
pemberian sebuah lisensi oleh seseorang kepada pihak lain, lisensi 
tersebut memberikan hak kepada Penerima Waralaba untuk berwirausaha 
dengan menggunakan merek dagang atau nama dagang Pemberi 
Waralaba. Dan untuk menggunakan keseluruhan paket, yang terdiri dari 
konsep bisnis yang menyeluruh dari pemberi waralaba, proses pelatihan 
atas seluruh aspek pengelolaan bisnis sesuai dengan konsep pemberi 
waralaba ,dan proses bimbingan dan bantuan  dilakukan secara 
berkelanjutan dari pihak pemberi waralaba, untuk membuat seseorang 
yang sebelumnya belum terlatih menjadi terampil dalam bisnis dengan 
bantuan yang terus-menerus. 
d. Biaya Waralaba dan Royalti dalam Perjanjian Waralaba Crunchy Molen 
Kreess 
Biaya waralaba yang harus dikeluarkan dalam perjanjian waralaba 
Crunchy Molen Kreess adalah sebesar Rp. 17.000.000,- dan royalty fee 
sebesar 2% (dua persen) perbulan dari omset kotor, untuk itu franchisee 
mempunyai kewajiban untuk menyerahkan laporan omset penjualan 
                                                          




kepada franchisor pada setiap tanggal terakhir bulan berjalan, semata-
mata untuk kepentingan penentuan besarnya royalti yang wajib 
dibayarkan setiap awal bulan berikutnya dari bulan berjalan. 
Dalam perjanjian waralaba dikenal adanya kompensasi. Secara 
umum dikenal adanya dua macam atau dua jenis kompensasi yang dapat 
diminta oleh pemberi waralaba. Pertama adalah kompensasi langsung 
dalam bentuk nilai moneter (direct monetary compensation), dan yang 
kedua adalah kompensasi tidak langsung dalam bentuk nilai moneter 
atau kompensasi yang diberikan dalam bentuk nilai non moneter 
(indirect and nonmonetary compensation). Yang termasuk dalam direct 
monetary compensation adalah lump sum payment dan royalty. Lump 
sum payment adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih 
dahulu yang wajib dibayarkan oleh penerima waralaba pada saat 
persetujuan pemberian waralaba disepakati untuk diberikan oleh 
penerima waralaba. Sedangkan, royalty adalah jumlah pembayaran yang 
dikaitkan dengan suatu presentasi tertentu yang dihitung dari jumlah 
produksi dan atau penjualan barang dan atau jasa yang diproduksi atau 
dijual berdasarkan perjanjian waralaba, baik yang disertai dengan ikatan 
suatu jumlah minimum atau maksimum jumlah royalty tertentu atau 
tidak.7 
3.2.Analisis Perjanjian Waralaba Crunchy Molen Kreess Perspektif 
Hukum Islam 
Bila diperhatikan dari bentuk perjanjian yang dilakukan dalam waralaba 
Crunchy Molen Kreess dalam perspektif hukum Islam. Dapat dikemukakan 
bahwa, perjanjian ini sebenarnya merupakan pengembangan dari bentuk 
kerjasama (Syirkah), karena syarat syirkah yang berupa ucapan (ijab dan 
Qabul), Pihak yang berkontrak, dan Obyek berkontrak (modal dan kerja) 
merupakan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian waralaba. 
Hal ini dapat kita pahami dengan adanya perjanjian waralaba antara 
Franchisor dan Franchisee maka terbentuk hubungan kerjasama untuk waktu 
tertentu sesuai dengan kesepakatan. Waralaba sendiri adalah suatu sistem 
pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan, dimana pemilik produk 
maupun merk memberikan hak kepada perseorangan atau sekelompok orang 
untuk melaksanakan bisnis dengan merk tertentu serta prosedur yang telah 
ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu. Waralaba merupakan 
suatu perjanjian yang bertimbal balik karena baik Pemberi waralaba maupun 
penerima waralaba, keduanya berkewajiban untuk memenuhi prestasi 
tertentu. Dalam waralaba sendiri diperlukan adanya prinsip keterbukaan dan 
                                                          
7 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas 
Hukum UI, 2005), hlm. 194. 
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ketelitian. Hal ini sangat sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut hukum 
Islam yaitu adanya subyek perikatan, obyek perikatan, tujuan perikatan, Ijab 
dan Qabul.  
Perjanjian waralaba adalah perjanjian formal. Hal tersebut dikarenakan 
perjanjian waralaba disyaratkan untuk dibuat secara tertulis. Hal ini 
diperlukan sebagai bentuk perlindungan bagi kedua belah pihak yang terlibat 
dalam Perjanjian Waralaba. Waralaba melibatkan hak untuk memanfaatkan 
dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau ciri khas usaha 
ataupun waralaba diberikan dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan 
dan atau penjualan barang dan atau jasa. Hal ini sesuai dengan asas 
penghargaan terhadap kerja sama dalam Asas Hukum Perdata Islam. 
Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa sistem Waralaba 
(Franchise) Crunchy Molen Kreess ini tidak bertentangan dengan syariat 
Islam, karena obyek perjanjian Waralaba tersebut tidak merupakan hal yang 
dilarang dalam syariat Islam (misalnya: bisnis penjualan makanan atau 
minuman yang haram), maka perjanjian tersebut otomatis batal menurut 
hukum Islam dikarenakan bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu bisnis 
waralaba ini pun mempunyai manfaat yang cukup bagus dan berperan dalam 
meningkatkan pengembangan usaha kecil dan menengah di Negara kita, 
apabila kegiatan waralaba tersebut hingga pada derajat tertentu dapat 
mempergunakan barang-barang hasil produksi dalam negeri maupun untuk 
melaksanakan kegiatan yang tidak akan merugikan kepentingan dari 
pengusaha kecil dan menengah tersebut. Sehingga dari segi kemaslahatan 
usaha waralaba ini juga bernilai positif sehingga dapat dibenarkan menurut 
hukum Islam. Pada dasarnya, sistem (waralaba) merupakan sistem yang baik 
untuk belajar bagi franchisee, jika suatu saat berhasil dapat melepaskan diri 
dari franchisor karena biaya yang dibayar cukup mahal dan selanjutnya dapat 
mendirikan usaha sendiri atau bahkan membangun bisnis baru. 
Untuk menciptakan sistem bisnis waralaba yang islami, diperlukan 
sistem nilai syariah sebagai filter moral bisnis yang bertujuan untuk 
menghindari berbagai penyimpangan moral bisnis (moral hazard) Filter 
tersebut adalah dengan komitmen menjauhi 6 (enam) pantangan, yakni: 
1. Maysir, yaitu segala bentuk spekulasi judi (gambling) yang mematikan 
sektor riil dan tidak produktif. 
2. Gharar, yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas, 
sehingga berpotensi merugikan salah atu pihak. 
3. Haram, yaitu obyek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan 
syariah. 
4. Riba, yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan 
mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman. 
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5. Iktikar, yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan 
permaian harga. 
6. Sarf, ( Spekulasi ) yaitu pertukaran dua jenis barang berharga atau jual 
beli uang dengan uang disebut juga Valas untuk mencari keuntungan.8 
Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sudah 
sepantasnya hukum dan norma syariah Islam, serta rambu-rambu untuk 
menjauhi pantangan mewarnai interaksi dan transaksi dalam kegiatan bisnis 




Berdasarkan hasil penelitian tentang perjanjian waralaba Crunchy Molen 
Kreess dalam persepektif hukum islam dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
a. Perjanjian yang dilaksanakan dalam waralaba Crunchy Molen Kreess, 
dapat dikemukakan bahwa perjanjian itu sebenarnya merupakan 
pengembangan dari bentuk kerja sama (syirkah), hal ini disebabkan karena 
syarat syirkah yang berupa ucapan (ijab dan Qabul), Pihak yang 
berkontrak, dan Objek kontrak (modal dan kerja) merupakan beberapa 
syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian waralaba. Dan adanya unsur 
saling ridha dan kepercayaan antara pemberi waralaba maupun penerima 
waralaba. 
b. Perjanjian Waralaba (Franchise) Crunchy Molen Kreess tidak bertentangan 
dengan syariat Islam. Karena di dalam perjanjian Waralaba tersebut tidak 
mengandung unsur gharar, maysir, sharf, riba,ihtikar, dan terhindar dari 
obyek akad yang tidak halal atau haram. Dan adanya surat perjanjian 
tertulis, yang didalamnya terdapat aturan – aturan yang jelas dan harus 
ditaati oleh kedua belah pihak dengan disertai materai dengan jangka 
waktu tertentu, yang mana mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga 
menjadikan perjanjian tersebut sah secara hukum positif maupun hukum 
islam. 
4.2.Saran  
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran 
sebagai berikut: 
a. Semoga unit usaha makanan “Crunchy Molen Kress” dapat semakin maju 
dan berkembang seiring berjalannya waktu, menjadi usaha waralaba 
profesional di kancah nasional dengan produk unggulan yang lezat dan 
halal tentunya.  
                                                          
8 Ibid, hlm. 199-200. 
10 
 
b. Bagi para pelaku usaha waralaba/ franchise muslim di Indonesia pada 
khususnya, agar dapat menerapkan prinsip bisnis waralaba yang islami. 
Dengan menerapkan tata cara ataupun prosedur yang ada dengan prinsip 
syariah sehingga bukan hanya keuntungan di dunia saja yang didapatkan, 
tapi keuntungan akhirat juga. 
c. Unit Waralaba “Crunchy Molen Kress” semoga lebih kreatif dan inovatif 
lagi dalam mengembangkan bisnis waralaba di bidang kuliner. Dengan 
meningkatkan sumber daya yang ada, sehingga nantinya dapat menjadi 
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